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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak 

masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak 

Kalimantan Barat masih menimbulkan konflik.  Hal tersebut disebabkan 

dari aspek peraturannya tidak diberikan sanksi tegas kepada Perusahaan 

Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam 

pelaksanaan konversi kebun kepada masyarakat sekitar perkebunan. 

2. Penyelesaian konflik pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan 

terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten 

Landak Kalimantan Barat, secara faktual diselesaikan secara musyawarah. 

Penyelesaian konflik secara musyawarah tidak memberikan perlindungan 

hukum kepada masyarakat sekitar perkebunan. Di pihak lain penyelesaian 

konflik melalui lembaga peradilan tidak dapat dilaksanakan karena 

kurangnya pemahaman hukum masyarakat dan besarnya biaya yang harus 

dikeluarkan oleh masyarakat sekitar perkebunan. 

B. Saran 

1. Perlu adanya ketegasan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa 

kewajiban pembangunan kebun masyarakat bukan hanya kewajiban 

tambahan dalam memperoleh izin usaha perkebunan. Tidak terpenuhinya 

kewajiban tersebut, dapat berakibat dibatalkannya izin usaha perkebunan 

yang sudah yang diberikan sebelumnya. 
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2. Perlu adanya sanksi tegas bagi pemerintah yang tidak melaksanakan 

tugasnya dalam bidang usaha perkebunan. 

3. Perlu diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan mengenai 

standar-standar tertentu yang wajib disampaikan kepada Masyarakat 

Pekebun, saat Perusahaan Perkebunan mengadakan sosialisasi 

penyelenggaraan usaha perkebunan. Khususnya mengenai tata cara 

penyelesaian perselisihan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

4. Perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pihak yang 

berkewajiban melakukan pengukuran terhadap luas lokasi perkebunan dan 

adanya sanksi tegas bagi pihak yang melakukan manipulasi data.   
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